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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

. bahwa dalam rangka menjamin kmamhungan

pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas
dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh
kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan,
pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan
perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan
demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan;

. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan

daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun
rencana strategis perangkat daerah;

. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan

strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati
setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah
ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan
Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan :

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomeor 309,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7060);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1} Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
dengan berpedoman pada RPJMD.

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional,

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB 11
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BABI PENDAHULUAN
BABIl GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BABV PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan perencanaan,

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021
Nomor 56);

b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21},

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari ,
pada tanggal 12 SEPtember 2025

Diundangkan di Wonosari
: 12 SCPrember 2025

_J/SEKRETARIS DAERAH
- KABYPATEN GUNUNGKIDUL,

EERiTﬁ DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35 -
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LAMPIRAN XXV

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 3% TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan adalah suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerabh, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah
usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dacrah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik,
serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya,

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan
pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan empat
pendekatan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-
down) dan bawah-atas (bottom-up).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode S (lima) tahun, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
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bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan
dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi, untuk tercapainya sinkronisasi sasaran pembangunan nasional dan
daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai
bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra
Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

a. persiapan penyusunan,

b. penyusunan rancangan awal;

€. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam periode pembangunan
jangka menengah daerah tahun 2021-2026, sekaligus menjadi tahun awal
periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, sehingga
Renstra Perangkat Daerah disusun untuk periode tahun 2025-2029.

1.2, Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tahun 2025-2029

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional:

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
[stimewa Yogyakarta,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

4, Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16,

: o8

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Daerah;

Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 19
Maret 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Bapperida disusun sebagai acuan penyusunan

Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapperida setiap
tahun selama periode 2025-2029. Selain itu, Rencana Strategis Bapperida
dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum (guide line) dan arahan bagi
segenap pimpinan dan jajaran staf Bapperida dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program,
dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil

Bupati Gunungkidul,
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bapperida adalah untuk :

a. Meningkatkan kontribusi Bapperida dalam penjaminan mutu perencanaan
pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang
dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif,
efisien, berkelanjutan, dan terintegrasi;

b. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap, dan komitmen antara pimpinan

dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan
3
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baik melalui perumusan bersama tujuan, sasaran, dan strategi yang akan
dilaksanakan Bapperida selama lima tahun ke depan;

c. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja
Bapperida Tahun 2025-2029.

d. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai
pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan;

e. Memberikan arah bagi Bapperida dalam pencapaian target kinerja jangka
menengah,

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Bapperida Tahun
2025-2029 adalah sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BABII GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI
DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Bapperida
a.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapperida
b. Sumber Daya Bapperida
c¢. Kinerja Pelayanan Bapperida
d. Kelompok Sasaran Layanan Bapperida
e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bapperida
2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bapperida
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Bapperida
b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
c. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bapperida DIY
d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
e. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
3.1 Tujuan Renstra Bapperida
3.2 Sasaran Renstra Bapperida
3.3 Strategi Bapperida dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Bapperida dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra Tahun 2025-2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Bapperida
4.2 Kegiatan Bapperida



4.3 Subkegiatan Bapperida

4.4 Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
Bapperida Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama
(IKU)

4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BABV PENUTUP
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2.1.

BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAPPERIDA

Gambaran Pelayanan Bapperida
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapperida
Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah,
menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
mempunyai tugas melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan
pengembangan, serta mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian
penugasan Urusan Keistimewaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian, dan pengembangan;

perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian, dan pengembangan;

penyusunan rencana Kkinerja dan perjanjian kinerja di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;

pengoordinasian ~ perencanaan  dan pengendalian  pelaksanaan
penugasan Urusan Keistimewaan;

pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah;

pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah;

penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah,
Kapanewon, dan Kalurahan;

perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam
negeri, dan luar negeri;

pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
penyusunan rencana pembangunan daerah;

penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan;

penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan
wilayah perkotaan dan perdesaan,

penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan;

penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala Kapanewon dan
Kalurahan;



18)
19)
20)
21)

22)
23)

24)

25)
26)

27)
28)
29)

30)
31)

32)

33)

34)

35)

penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan;

penyusunan perencanaan kawasan strategis;

penyusunan perencanaan kawasan permukiman;

pelak sanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan;

pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan;

pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan
dan lingkungan perkotaan;

perencanaan pembangunan daerah,

pengendalian rencana pembangunan daerah;

evaluasi rencana pembangunan daerah,;

pembinaan rencana pembangunan Perangkat Daerah;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah,
Kapanewon, dan Kalurahan;

pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;

pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, dan pengembangan;

penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan
pengembangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan; dan
pengelolaan UPT.

Sedangkan Seckretariat dan masing-masing Bidang memiliki tugas

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,
perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat, serta
memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan
Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan
di Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan
Manusia.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian dan Sumber Daya
Alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Perekonomian dan
Sumber Daya Alam.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya
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5)

6)

alam, lingkungan hidup, perumahan rakyat, kawasan permukiman,
pekerjaan umum, bina marga, pengairan, sanitasi, air bersih,
perhubungan, penataan ruang pertanahan, komunikasi, informatika,
statistik, persandian, dan kebencanaan.

Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian
penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi di daerah serta pengendalian, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan.

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaaan
data dan informasi pembangunan dan penyelenggaraan perencanaan
pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah terdiri dari :

a.
b.

C.

d.

Unsur Pimpinan : Kepala Badan,;
Unsur Pembantu :  Sekretariat yang terdiri dari Subbagian dan;
Pimpinan
Unsur Pelaksana : 1) Bidang-bidang,
2) Unit Pelaksana Teknis;
Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah terdiri dari :

a.
b.

i~ I

8

Kepala Badan,;

Sckretariat terdiri dari:

1. Subbagian Keuangan; dan

2. Subbagian Umum;

Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan

Manusia,

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian, dan Sumber Daya
Alam;

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Pengendalian;

Bidang Perencanaan;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun di setiap bidang terbagi ke 3 Tim Kerja dan di Sckretariat terbagi ke
1 Tim Kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 52/KPTS/2025 tentang
Pelaksana Koordinasi Pelaksanaan Tugas atau Ketua Tim Kerja Pejabat
Fungsional atau Pelaksana pada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan

Inovasi Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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b. Sumber Daya Bapperida

(a) Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah per 1 Juli 2025 sebanyak 59 orang, terdiri dari 43 orang PNS, 6
orang PPPK, dan 10 orang THL. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 29 orang
dan perempuan sebanyak 30 orang. Berdasarkan golongan/ruang dan
kepangkatan, pegawai ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah mempunyai golongan yang cukup bervariatif dari PNS
golongan Il sampai golongan IV dan PPPK golongan V, golongan VII dan
golongan IX. Pegawai dengan jumlah terbanyak terdapat pada golongan III/b
dan IlI/d yaitu sebanyak 11 orang, kemudian diikuti oleh golongan V/a
sebanyak 6 orang. Jumlah pegawai ASN selengkapnya berdasarkan
golongan/ruang atau kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Kepangkatan

Golongan / Jumlah ASN (Orang)

: K
i Ruang cpangkatan Laki-laki | Perempuan

1 2 3 4 5

1. |.Xxe PembinaUtama L T s
Wid | Pembina Utama Madya
Wje | Pembina Utama Muda

/b | Pembina Tingkat |

Ll

-----------

i
L]

2. |mjd Penata Tingkatl

ffije T Penata
Wb | Penata Muda Tingkat1 1
R S T T T I

L

3 |mgd . .......|PengaturTingkatl . |...
[ p—— SNSRI e W
Ti/b. | Pengatur Muda Tinglat TN L
ii/a Pengatur Muda

i
"
H H H H i .
¥ ¥ ] ] » " " ' " i i
HEUE LR I L HE | B o L
H W " . 1 . v i
i # . i i ' i
M . ‘ . '

4 |Ud. sooneny 0 Tingheat 1 - | —
I TSNS, | ot S— -
. N S M
i —— S

5 |KX =

6. | VIl -

7. |V =

1
1
Jumlah 25 24

Sumber Data ; Bapperida, 1 Juli 2025

Dari jumlah 49 orang pegawai ASN tersebut, 8 (delapan) orang
menduduki jabatan struktural, 15 (lima belas) orang menduduki jabatan
fungsional dan sisanya 26 (dua puluh enam) orang menjalankan fungsinya
sebagai staf (fungsional umum) pada bidang-bidang dan sekretariat yang ada
sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Daerah. Jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural dan
fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.2,
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai PNS yang Menduduki Jabatan Struktural dan

Fungsional
No. Jj;ft:.n Nama Jabatan Jumlah
1 2 3 4
ki Eselon Il Kepala 1
- Eselon 111 a. BSekretaris 1
b. Kepala Bidang Perencanaan 1
c. Kepala Bidang Perekonomian 1
d. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan
0
Kebudayaan
e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana 1
f. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan 1
Pengendalian
3. Eselon IV a. Kepala Sub Bagian Keuangan 1
b. Kepala Sub Bagian Umum 1
4, Fungsional |a. Fungsional Perencana Ahli Muda 13
b. Analis Kebijakan Ahli Muda
¢, Fungsional Arsiparis 1
Jumlah 23

Sumber Data : Bapperida, 1 Juli 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai ASN Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai tingkat pendidikan yang bervariatil,
mulai dari pendidikan SD (Sekolah Dasar) sampai dengan S2 (Strata 2).
Pegawai dengan tingkat pendidikan S1 merupakan jumlah yang terbanyak
yaitu 23 orang dan diikuti dengan pegawai dengan pendidikan S2, D3, SMA
dan SD masing-masing sebanyak 14 orang, 7 orang, 4 orang dan 1 orang.
Data selengkapnya seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
5, S Jumlah PNS (Orang) Jumlah
Laki-laki Perempuan (Orang)
1 2 3 4 5
1. | Strata 3 (S3) - - -
B T | e e L e
3. ‘Strata 1(81)) Sederajat TG 28
4. | Sarjana Muda / Akademi T2 T 5 7
O P T i —
[ i————— I s B e R oo
el S ooneeseee " — i e -
Jumlah 25 24 49

Sumber Data ;: Bapperida, 1 Juli 2025

Banyaknya jumlah pegawai ASN yang mempunyai pendidikan
memadai diharapkan mampu melaksanakan tugas, pokok dan fungsi untuk
mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Namun pengembangan kompetensi pegawai masih tetap diperlukan baik
melalui pendidikan formal seperti program pasca sarjana dan doktoral,
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maupun pendidikan non formal, seperti bimbingan teknis, diklat, kursus-
kursus, seminar, dan bentuk pelatihan lainnya.

Berdasarkan jumlah pegawai PNS yang menduduki jabatan struktural,
4 orang telah mengikuti pelatihan penjenjangan (Diklat kepemimpinan)
sesuai dengan jenjang jabatan strukturalnya. Pada tahun-tahun mendatang
diharapkan semua pejabat struktural sebanyak 9 orang dapat mengikuti
diklat kepemimpinan yang sesuai.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PNS yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
No. Pendidikan Jumlah [orang)
1 2 3
1. | PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRASOR (TK. I1I) 3
e e Y T SR e s
Jumlah 4

Sumber Data : Bapperida, 1 Juli 2025

(b) Sarana Prasarana Bapperida

Secara umum, sarana prasarana Bapperida yang berupa tanah dan
bangunan berada pada kondisi baik. Kantor Bapperida berdiri di atas tanah
seluas 2.748 m? dengan status tanah hak pakal sejak tahun 1992,
Bangunan kantor berupa gedung bertingkat dengan luas lantai 705,50 m?
yang terletak di Jalan Satria Nomor 3, Wonosari, Gunungkidul.

Daftar sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan
tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dapat
dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Bapperida
No. Uraian Nilai (Rp)
1 2 4
01 ASET 4.319.852.565,46
01.03 ASET TETAP 1.386.484.301,74
01. Tanah 1.000.000,00
01.01 Tanah 1.000.000,00
01.01.01 Tanah Persil 1.000.000,00
01.01.01.04 Bangunan Tempat Kerja 1.000.000,00
02. Peralatan dan Mesin 3.742.172.756,78
02.01 Alat Besar 118.465,000,00
02.01.03 Alat Bantu 118.465.000,00
02.01.03.04 Mesin Generator Set 118.465.000,00
02,02 Alat Angkutan 1.673.548.700,00
02.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor 1.673.548.700,00
02.02.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 003.381.500,00
02.02.01.02 Kendaraan Bermotor Penumpang 461.997.600,00
02.02.01.04 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 308.169.600,00
02.03 Alat Bengkel dan Alat Ukur 14.060.000,00
02.03.02 Alat Bengkel Tak Bermesin 1.268.000,00
02.03.02.11 Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 1.268.000,00
02.03.03 Alat Ukur 12.792.000,00
02.03.03.01 Alat Ukur Universal 12.792.000,00
02.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 820.593.299,00
02.05.01 Alat Kantor 214.958.549,00
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No. Uraian Nilai (Rp)

1 2 4
02.05.01.01 Mesin Ketik 3.583.000,00
02.05.01.04 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 83.952.000,00
02.05.01.05 Alat Kantor Lainnya 127.423.549,00
02.05.02 Alat Rumah Tangga 580.236.750,00
02.05.02.01 Meubelair 280.637.950,00
02.05.02.04 Alat Pendingin 201.268.000,00
02.05.02.06 Alat Rumah Tangea Lainnya (Home Use) 96.530.800,00
02.05.02.07 Alat Pemadam Kebakaran 1.800.000,00
02.05.03 Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 25.398.000,00
02.05.03.01 Meja Kerja Pejabat 18.448.000,00
02.05.03.01 Meja Rapat Pejabat 6.950.000,00
02.06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 173.511.900,00
02.06.01 Alat Studio 128.686.900,00
02.06.01.01 Peralatan Studio Audio 46.520.000,00
02.06.01.02 Peralatan Studio Video dan Film 75.166.900,00
02.06.01.05 Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur 7.000.000,00

Tanah
02.06.02 Alat Komunikasi 44.825.000,00
02.06.02.01 Alat Komunikasi Telephone 44.825.000,00
02.08 Alat Laboratorium 3.284.000,00
02.08.01 Unit Alat Laboratorium 3.284.000,00
02.08.01.56 Alat Laboratorium Lain 3.284.000,00
02,10 Komputer 938,709,657,78
02.10.01 Komputer 790.224.409,67
02.10.01.02 Unit Personal Komputer 790.224.409,67
02.10.02 Peralatan Komputer 148.485.448,11
02.10.02.01 Peralatan Mainframe 7.075.000,00
02.10.02.02 Peralatan Mini Komputer 44.665.448,11
02.10.02.03 Peralatan Personal Komputer 61.375.000,00
02.10.02.04 Peralatan Jaringan 35.370.000,00
03 Gedung dan Bangunan 1.698.860.549,72
03.01 Bangunan Gedung 1.698.860.549,72
03.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.698.860.549,72
03.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor 1.500.024.549,72
03.01.01.08 Bangunan Gedung Tempat Ibadah 65.000.000,00
03.01.01.14 Bangunan Gedung Garasi/Pool 133.836.000,00
05 Aset Tetap Lainnya 9.201.700,00
05.01 Bahan Perpustakan 9.201.700,00
05.01.01 Bahan Perpustakaan Tercetak 9.201.700,00
05.01.01.01 Buku Umum 124.000,00
05.01.01.02 Buku Filsafat 352.200,00
05.01.01.04 Buku [lmu Sosial 4.474.000,00
05.01.01.05 Buku llmu Bahasa 821.900,00
05.01.01.06 Buku Matematika & Pengetahuan Alam 75.600,00
05.01.01.07 Buku llmu Pengetahuan Praktis 2.985.000,00
05.01.01.08 Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga 204.000,00
05.01.01.09 Buku Geografi, Biografi, Sejarah 165.000,00
07 Akumulasi Penyusutan (4.064.750.704,76)
07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (3.295.277.299,85)
07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (769.473.504,91)
07.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
07.08 0,00
01.05 ASET LAINNYA 2.932.388.263,72
03 Aset Tidak Berwujud 0.212.334.343,00
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No. Uraian Nilai (Rp)
1 2 4
03.01 Aset Tidak Berwujud 9.212.334.343,00
03.01.01 Aset Tidak Berwujud 5.212.334.343,00
03.01.01.05 Software 838.789.250,00
03.01.01.06 Kajian 3.054.888,727,00
03.01.01.09 Aset Tidak Berwujud Lainnya 5.318.656.366,00
04 Aset Lain-Lain 48.740.500,00
04.01 Aset Lain-Lain 48.740.500,00
04.01.01 Aset Lain-Lain 48.740.500,00
04.01.01.01 Asget Rusak Berat/Usang 23.340.500,00
04.01.01.02 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 25.400.000,00
Operasional Pemerintah
05 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 6.279.946,079,28)
05.01 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (6.279.946.079,28)
06 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya {(48.740.500,00)
06.01 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (48.740.500,00)

Sumber Data : Bapperida, 31 Desember 2024

(c). Sumber Pendanaan Bapperida

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah tertuang dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Daerah, dimana Bapperida mempunyai tugas
melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan Tugas Pembantuan di
bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta
mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan Urusan
Keistimewaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut selain dari
sumber dana alokasi umum APBD Kabupaten untuk melaksanakan bidang
urusan perencanaan pembangunan dan penelitian, sumber dana lain
Bapperida dalam mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian
penugasan Urusan Keistimewaan yaitu dana keistimewaan (Bantuan
Keuangan Khusus Dana Keistimewaan),

Dana keistimewaan merupakan dana yang berasal dari bagian
anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai
kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian
transfer lainnya. Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan
Keuangan Dacrah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah
Kalurahan, pasal 17 menyebutkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
menyampaikan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kebutuhan
pendanaan Urusan Keistimewaan bidang kelembagaan, kebudayaan,
pertanahan dan tata ruang kepada tim anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dana transfer tersebut merupakan dana pembantuan dari Provinsi DIY
terhadap daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, sechingga dalam
pelaksanaannya tergantung dengan kemampuan keuangan negara atau
alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, dan penilaian kelayakan
usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.
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c. Kinerja Pelayanan Bapperida
Kinerja pelayanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat
dilihat dari pencapaian setiap indikator kinerja pelayanan, seperti Renstra,

Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), maupun

pencapaian realisasi anggaran.

Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2021 - 2026, terdapat 3 (tiga)
indikator sasaran jangka menengah, yaitu :

1) Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2) Meningkatnya implementasi inovasi daerah;

3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran
keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Penetapan IKU mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah. IKU Bappeda ditetapkan melalui Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor 361/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. IKU Bappeda terdiri atas 2
(dua) indikator sasaran, yaitu :

1. Kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
dengan indikator Persentase kesesuaian program dan capaian program
pendukung sasaran pembangunan daerah yang menunjukkan rerata
persentase kesesuaian program dalam:

1) RKPD terhadap RPJMD;

2) APBD terhadap RKPD;

3) Renja PD terhadap Renstra PD;

4) APBD terhadap Renja PD; dan

5) Capaiaan evaluasi pembangunan daerah dari masing-masing program.

2, Meningkatnya implementasi inovasi daerah dengan indikator Indeks
Inovasi Daerah yang menunjukkan jumlah total nilai inovasi daerah yang
terverifikasi berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU, Bappeda melaksanakan 6
program dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Nomor
002/2022 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran dan capaian kinerja pelayanan
Bappeda Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.6.
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Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran,
digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang
selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal
sebagaimana pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

1% < 100%

9

76% < 90.99%

66% < 75.99% Sed:

51% < 65,00% SR TaT T e s
< 50,99%

Selama periode tahun 2021-2026, capaian IKU dan IKP Bapperida
seluruhnya sudah masuk kategori sangat tinggi, meskipun ada perbedaan
pada salah satu IKU yakni Indeks Inovasi Daerah sehingga capaian tidak
dapat dibandingkan realisasinya.

Jumlah program dan kegiatan pada Renstra Tahun 2021-2026 adalah
6 program dengan 18 kegiatan. Dalam pelaksanaannya, selama periode
tahun anggaran 2021 sampai dengan 2026 semua program telah
dilaksanakan. Keenam program tersebut adalah:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;

2, Program Penyelenggaraan Keistimewaan  Yogyakarta  Urusan
kelembagaan dan Ketatalaksanaan,

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah;

4, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan
Daerah;

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Program tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Melalui Permendagri ini,
terjadi perubahan terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan sub
kegiatan, yang mulai diterapkan sejak penganggaran tahun 2021,
Berdasarkan nomenklatur baru tersebut, pada tahun 2021 terdapat 5
program, 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Anggaran dan realisasi program/
kegiatan Bapperida periode tahun 2021-2025 disajikan dalam tabel 2.8.
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Pada tahun 2021, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar
Rp7.654.349.723,00 untuk melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 45
sub kegiatan., Namun pandemi Covid-19 yang masih melanda
mengakibatkan masih terjadinya refocusing anggaran pada bulan Maret
2021, sehingga pagu anggaran Bappeda berkurang menjadi
Rp7.421.907.723,00 dan Perubahan Anggaran 2021 pagu anggaran
menjadi Rp6.987.418.255,00. Realisasi anggaran sebesar
Rp6.697.357.834,00 atau 95,85%.

Pada tahun 2022, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar
Rp8.716.870.324,00 untuk melaksanakan 6 program,17 kegiatan dan 50
sub kegiatan dan Perubahan Anggaran 2022 bertambah menjadi
Rp9.898.189.673,00. Realisasi anggaran scbesar Rp 9.360.048.969 atau
94,56%. Sebanyak 6 program dalam pelaksanaannya masuk kategori
sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%.

Pada tahun 2023, Bappeda mendapatkan pagu anggaran awal
sebesar Rp7.468.820,848,00 dan merasionalisasi sesuai dengan PMK 134
pagu anggaran menjadi Rp7.120.432.848. dalam tahap Perubahan
Anggaran 2023 pagu anggaran menjadi Rp7.645.211.848,00 untuk
melaksanakan 6 program dan 16 kegiatan. Realisasi anggaran sebesar
Rp7.446.392.113,00 atau 97,40%. Seluruh  program  dalam
pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas
91%.

Pada tahun 2024, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar
Rpl10.268.402.705,00 dan Perubahan Anggaran 2024 pagu anggaran
menjadi Rp10.616.440.395,00 untuk melaksanakan 5 program dan 15
kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rpl0.184.528.456 atau 95,65%.
Sebanyak 5 program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi
karena realisasinya di atas 91%.

Pada tahun 2025, Bappeda mendapatkan pagu anggaran sebesar
Rp8.038.045.177,00 dan Pergeseran Anggaran 2025 pagu anggaran
menjadi Rp7.436.748.865,00 untuk melaksanakan 5 program dan 14
kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2025, realisasi anggaran baru
mencapai Rp3.020.480.172,00 atau 40.62%.

Secara umum, pertumbuhan anggaran dan realisasi selama periode
tahun 2021-2025 berfluktuasi karena beberapa prioritas kegiatan yang
merupakan catatan BPK, Amanat Permendagri, dan Amanat Bupati yang
harus dianggarkan dan dilaksanakan, juga terkait kebijakan serta kondisi
keuangan daerah.

d. Kelompok Sasaran Layanan Bapperida
Kelompok sasaran layanan Bapperida Kabupaten Gunungkidul
meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan
dan. Secara umum, kelompok sasaran ini dapat dikategorikan sebagai
berikut:



a) Pemerintah Daerah

Bapperida merupakan lembaga penunjang pemerintah daerah dalam
bidang perencanaan pembangunan, schingga pemerintah daerah
(Bupati/Walikota, DPRD, Sekretaris Daerah, dan SKPD) merupakan
sasaran utama.

b) Pemangku Kepentingan (Stakeholders):

Bapperida melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan

pembangunan daerah seperti:

1. Perwakilan Masyarakat: Termasuk tokoh masyarakat, perwakilan
desa/kalurahan, dan organisasi masyarakat sipil.

2. Perwakilan Dunia Usaha: Perusahaan-perusahaan yang beroperasi
di daerah, asosiasi usaha, dan pengusaha lokal.

3., Perwakilan Lembaga Non-Pemerintah (LSP): Lembaga-lembaga yang
terlibat dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4. Perwakilan Akademisi: Dosen dan peneliti dari perguruan tinggi yang
relevan dengan perencanaan pembangunan daerah.

5. Perwakilan Media: Media massa yang berperan dalam menyebarkan
informasi tentang pembangunan daerah

¢) Pelaku Pembangunan:

Semua individu dan kelompok yang terlibat langsung dalam

pelaksanaan pembangunan daerah, seperti:

1. Petugas Pelayanan Publik: Aparatur Sipil Negara (ASN) di SKPD yang
terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

2. Pelaku Usaha: Pengusaha dan pekerja yang berkontribusi dalam
pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Masyarakat: Penduduk yang menjadi sasaran pembangunan dan
partisipan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah.

d) Peneliti dan Pengembang:

Bapperida juga menyediakan layanan untuk penelitian dan
pengembangan terkait pembangunan daerah, sehingga peneliti,
akademisi, dan pihak terkait yang melakukan riset pembangunan
menjadi sasaran layanan

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapperida

(a) Tantangan
Tantangan yang dihadapi :

1.

2.

-l

Menyusun prioritas pembangunan dengan prinsip berkualitas, efektif,
dan efisien;

Perumusan perencanaan kebijakan dan teknis berdasarkan penelitian
dan pengembangan;

Mewujudkan sinergisitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;
Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di
internal Pemerintah Kabupaten maupun dengan Pemerintah DIY dan
Pemerintah Pusat;
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5. Mewujudkan sinergisitas kebijakan dan tatakala perencanaan
pembangunan dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat;

6. Mensinergikan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan
perencanaan pembangunan daerah Kecamatan dan Desa;

7. Meningkatakan keterbukaan informasi publik untuk mendapatkan
masukan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaran perencanaan pembangunan.

8. Perlunya SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul memiliki kuantitas dan kualitas serta
kompetensi yang optimal

9. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah,

(b) Peluang

1. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan arah
kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai
penganggaran;

2. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan
pengembangan;

3. Kebijakan dari pemerintah pusat mengenai prioritas pembangunan
dengan prinsip berkualitas, efektif dan efisien memberikan pedoman
kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana menentukan program
prioritas beserta pagu anggarannya;

4, Dengan penentuan program prioritas yang lebih fokus dan sinkron
dengan prioritas nasional dan provinsi, akan memberikan kesempatan
untuk meraih anggaran dari APBD DIY dan APBN;

5. Adanya anggaran keistimewaan DIY;

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Bapperida
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bapperida

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara umum telah
mengubah pola perencanaan dari shopping list ke working plan. Dalam
pola working plan Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan
pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses
perencanaan yang memadukan proses teknokratik, partisipatif, politis,
serta proses bottom-up dan top down.

Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih
banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal
(hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Indikasinya antara
lain ditandai masih adanya kesenjangan realisasi Daftar Usulan Rencana
Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah
rencana pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, Bapperida memiliki
peran sangat penting dan utama dalam menjaga konsistensi dokumen

perencanaan pembangunan di daerah sechingga peran penjaminan mutu
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ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku
kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, kapasitas lembaga perencana dan kemampuan
teknis personel perencanaan perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut
dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan
usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar
dibutuhkan, bukan berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang diinginkan.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta
mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan
Keistimewaan, kendala dan permasalahan yang dihadapi Bapperida
Kabupaten Gunungkidul antara lain :

1) Belum optimalnya ketersediaan data sebagai dasar perencanaan;

2) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar
pemerintahan, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya;

3) Belum optimalnya publikasi dan penggunaan hasil penelitian untuk
perencanaan pembangunan daerah; dan

4) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam
kegiatan pembangunan daerah belum optimal.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 | Belum optimalnya ketersediaan Terbatasnya SDM vang - Jumlah SDM di masing-
data sebagai dasar perencanaan. | kompeten di bidang masing PD terbatas
statistik dan pengolahan | - Belum ada SDM yang
data secara khusus diberi

ketugasan di bidang

statistik dan pengelohan
data (SDM fungsional)

2 | Belum optimalnya sinkronisasi Belum optimalnya - Perubahan regulasi
perencanaan pembangunan antar | sinkronisasi proses perencanaan dan
pemerintahan antar sektor, dan perencanaan antara penganggaran di Daerah
antar pemangku kepentingan Pusat dan Daerah - Perbedaan waktu proses
lainnya perencanaan dan

penganggaran antara
Pusat dan Daerah

3 | Belum optimalnya publikasi dan | Belum sinkronnya - Belum ada SDM
penggunaan hasil penelitian kebutuhan dengan hasil fungsional peneliti
untuk perencanaan penelitian untuk - Kerja sama penelitian
pembangunan daerah perencanaan masih terbatas

pembangunan daerah

4 | Belum optimalnya pengembangan | Belum masifnya Pelaksana belum

dan penerapan inovasi dalam

sosialisasi mengenai

memahami pentingnya
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) 2) (3) (4)
kegiatan pembangunan daerah inovasi dalam kegiatan inovasi dalam kegiatan
belum optimal pembangunan daerah pembangunan daerah

Permasalahan Bapperida dapat ditinjau dari 2 (dua) fungsi
penunjang urusan pemerintahan, yaitu bidang perencanaan serta bidang
penelitian dan pengembangan. Permasalahan perencanaan terkait dengan
belum optimalnya ketersediaan data untuk perencanaan, belum
optimalnya pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta belum
optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat dan
Daerah. Sedangkan permasalahan penelitian dan pengembangan terkait
dengan belum optimalnya publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian
untuk perencanaan pembangunan, serta belum optimalnya riset dan
inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah.

b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi
pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di
Kabupaten Gunungkidul. RPJMD memberikan arah dan harus diacu
dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Dacrah (PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029
disusun mengacu pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045, serta
memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027, RPJMN Tahun 2025-2029,
dan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Strategi,
kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah
yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan
daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan Pemerintah
Daerah DIY serta pemerintah pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2045 merupakan dasar bagi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama 20
(dua puluh) tahun mendatang. Visi Pembangunan Daerah yang akan
dicapai 20 tahun mendatang adalah :

“Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima)
misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2) Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing global;

3) Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas.;

4) Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas; dan

5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana.
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Tahun 2025 merupakan tahun pertama pembangunan dalam
RPJPD Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan daerah harus
memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial
diiringi dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan manfaat bagi
semua lapisan masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan generasi
mendatang. Pada periode ini arah pembangunan daerah Kabupaten
Gunungkidul pada Tahun 2025 - 2045 merupakan terjemahan dari arah
pembangunan daerah Daerah Istimewa  Yogyakarta, dimana
pembangunan diarahkan pada arah pembangunan menuju keschatan
yvang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sebagai fondasi
penting. Perkembangan infrastruktur di bidang kesehatan akan lebih
difokuskan agar akses masyarakat menjadi lebih dekat dan mudah. Hal
ini tentu saja akan mendukung penurunan prevalensi stunting, angka
kematian ibu, tuberkulosis, dan penyakit lainnya dengan deteksi yang
dilakukan sejak dini. Digitalisasi juga telah membantu proses pelayanan
kesehatan menjadi lebih luas. Dengan adanya layanan digital aplikasi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) contohnya, masyarakat
dapat berkonsultasi dan mendapatkan perawatan secara cepat. Upaya
perluasan pelayanan bagi masyarakat seperti itulah yang terus dilakukan
perbaikan dan peningkatan agar hak dasar masyarakat atas keschatan
dapat terpenuhi,

Kualitas pendidikan yang baik dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan
yang optimal dan merata. Pembangunan infrastruktur pendidikan secara
fissk maupun non-fisik menjadi urgensi agar pendidikan dapat
berkualitas. Akses pendidikan bagi anak usia dini, dasar, dan menengah
perlu diselenggarakan secara merata dan komprehensif di setiap wilayah.
Pembangunan ruang kelas yang nyaman, aman, asri dan ramah bagi
difabel turut mendukung kualitas belajar mengajar. Selain itu,
peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan tenaga pendidik
menjadi salah satu faktor penting agar terselenggara pendidikan yang
berkualitas. Dari segi siswa, bantuan beasiswa untuk mendukung
pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan juga perlu diterapkan
sehingga akses pendidikan dapat terlaksana secara luas dan merata.
Kurikulum yang disusun juga mengacu terhadap ketentuan kurikulum
nasional yang saat ini sedang digencarkan yakni Merdeka Belajar. Setelah
ekosistern pendidikan tersebut meningkat maka prestasi siswa dan
keterserapan pada dunia kerja diharapkan menjadi lebih tinggi. Tidak
hanya itu, diharapkan siswa juga memiliki akses untuk meningkatkan
pendidikan pada jenjang setelahnya di Perguruan Tinggi dan
berkontribusi terhadap pembangunan di Gunungkidul pada masa
mendatang,.

Perlindungan sosial sangat diperlukan bagi masyarakat secara
umum, dimana perlindungan sosial yang adaptif menjadi kebijakan
dinamis yang dirancang untuk merespons perubahan kondisi sosial,

ekonomi, dan lingkungan yang cepat. Dengan demikian dibutuhkan
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adanya pendataan secara realtime terhadap persebaran kelompok-
kelompok rentan, marjinal, dan masyarakat secara umum yang
memudahkan distribusi bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Pembelajaran Pandemi Covid-19 mengindikasikan kepada Gunungkidul
untuk senantiasa menyiapkan analisis risiko yang universal dan dapat
diterapkan untuk persiapan bencana, baik alam maupun non-alam.
Dengan adanya penguatan terhadap perlindungan sosial yang lebih
adaptif maka diharapkan tingkat kemiskinan dapat menurun dan
kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat meningkat.

Di era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, kunci
penting untuk dapat bertahan dan menjawab tantangan adalah dengan
menguatkan dan mengoptimalisasi Iptek, Inovasi dan Produktivitas
Ekonomi. Pemanfaatan inovasi dan teknologi dapat memengaruhi
tingginya peluang dan kesempatan kerja sehingga mampu meningkatkan
produktivitas ekonomi. Dalam bidang industri, tingginya potensi
Gunungkidul di bidang perikanan dan pertanian dapat didukung dengan
implementasi ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer
yang dapat diimplementasikan oleh petani dan nelayan. Potensi lain yakni
dalam bidang pariwisata, dengan anugerah keindahan alam yang dimiliki,
Gunungkidul diharapkan dapat bersaing di tingkat internasional.
Penguatan dan pemetaan daya tarik pariwisata melalui city beautification
dan urban tourism sebagai wisata buatan untuk mendukung wisata alam
dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan
perekonomian secara signifikan. Sektor UMKM sebagai penyangga
perekonomian masyarakat patut menjadi perhatian khusus dengan
adanya beragam dukungan dan inovasi yang diberikan. Keterlibatan
perguruan tinggi dan swasta juga penting dilakukan untuk menggenjot
inovasi yang memiliki kebaruan serta adanya keberlanjutan penelitian dan
pengabdian yang mutakhir bagi masyarakat. Dengan model kegiatan
seperti itu diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat menurun dan
partisipasi angkatan kerja meningkat signifikan.

Integrasi ekonomi lokal dan regional menjadi landasan penting
untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Dengan memadukan
kekuatan ekonomi lokal seperti UMKM dan industri dengan pasar regional
maka Kabupaten Gunungkidul dapat memperluas akses terhadap
teknologi, modal, serta jaringan perdagagan. Selain itu, integrasi ekonomi
tersebut dapat memperkuat persaingan inovasi yang mutakhir. Kabupaten
Gunungkidul dengan segudang produk UMKM-nya memiliki potensi yang
besar untuk mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Dengan
branding dan pemasaran yang optimal bukan tidak mungkin ketimpangan
ekonomi lokal dan regional dapat dikejar, setara, atau bahkan mampu
lebih unggul.

Pembangunan perekonomian tentunya tidak ditumpukan hanya
pada perkotaan saja, melainkan peran perdesaan sebagai pusat
perckonomian menjadi penting. Topografi Kabupaten Gunungkidul yang

khas dengan perbukitan-perbukitan menjadikan pusat pertumbuhan
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perdesaan di masing-masing wilayah menjadi penting. Dengan adanya
peran yang terintegrasi antara perdesaan dan perkotaan maka
masyarakat tidak memerlukan jarak yang terlalu jauh untuk mencapai
pusat kota. Selain infrastruktur, peran masyarakat yang memiliki jiwa
kewirausahaan sangat dibutuhkan. Penyelarasan kota dan desa yang
maju dan inklusif serta berkelanjutan akan mendukung Kabupaten
Gunungkidul menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Pemerintahan merupakan sektor yang paling penting untuk
memastikan bahwa integritas dan adaptabilitas tata kelola yang dilakukan
mampu memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Tidak
hanya itu, regulasi yang diciptakan juga dituntut adaptif sehingga
menyesuaikan tantangan dari perkembangan zaman baik itu dalam hal
teknologi, energi, ekonomi dan lain sebagainya. Adaptabilitas merupakan
komponen utama bagi pemerintah agar dapat merespons perubahan yang
terjadi secara cepat di masyarakat. Respon terhadap perubahan dilakukan
melalui Digital governance, yang juga dapat membantu proyeksi
pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
secara luas. Dalam fase ini, diperlukan adanya dukungan infrastruktur
teknologi yang memadai. Melalui kombinasi penatakelolaan pemerintahan
yang berintegritas dan adaptif serta didukung oleh regulasi yang relevan
maka kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas,
melainkan juga mendorong inovasi dan partisipasi yang lebih luas antara
masyarakat dan para pemangku kebijakan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi
fokus pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal terscbut menjadi
landasan penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro di
Gunungkidul, Kestabilan makro ekonomi meningkatkan kepercayaan
pemerintah beserta dengan seluruh pelaku ekonomi untuk berinvestasi
secara jangka panjang. Dengan itu, pemerintah dan seluruh unsur pelaku
ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Pada
akhirnya, stabilitas ekonomi makro dapat mendukung peningkatan rasio
pajak daerah terhadap PDRB dan pendalaman/intermediasi sektor
keuangan dengan peningkatan total kredit/PDRB.

Ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan secara
kolaboratif dengan meningkatkan koordinasi antar scktor serta
masyarakat itu sendiri. Sinergi lintas sektor di bidang pemerintahan ini
dapat meminimalisir potensi berbagai tindak kejahatan ataupun
kerusuhan yang dapat terjadi di masyarakat. Dengan adanya pengelolaan
ketertiban masyarakat maka masyarakat diharapkan dapat merasa aman
saat berjalan ataupun berkendara di tempat umum. Upaya mitigasi juga
perlu dilakukan seperti memberikan penerangan jalan, rambu-rambu,
hotline khusus, ataupun kamera pemantau yang dapat memperlihatkan
aktivitas di titik-titik tertentu. Dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk
turut berkontribusi dapat dimulai dengan aktivasi pos keamanan
lingkungan (poskamling) di masing-masing Kalurahan.,
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Sementara sebagai negara demokratis pada tahun-tahun politik
seluruh masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi, dimana
kegiatan tersebut diawali persiapan, kampanye hingga penetapan calon
terpilih. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selalu memepersiapkan
instrumen pengamanan agar perbedaan pendapat yang mengarah
terhadap konflik horizontal dapat diminimalisir melalui sinergitas
berbagai pihak sechingga diharapkan ketentraman dan ketertiban
masyarakat dapat meningkat.

Dalam hal kebudayaan Kabupaten Gunungkidul memiliki tanggung
jawab besar untuk mewujudkan keistimewaan DIY, melalui pemberian
perhatian kepada pusat-pusat kebudayaan yang ada di wilayah
Gunungkidul, termasuk perhatian khusus secara jangka panjang.
Perbaikan infrastuktur, internalisasi kebudayaan pada kurikulum di
sekolah, even-even kebudayaan, dan jaminan kesejahteraan pelaku
budaya merupakan beberapa faktor yang dapat mendorong pelestarian
kebudayaan secara terintegratif. Pelestarian budaya tersebut sangat
penting sebagai jati diri sebuah bangsa atau daerah dalam menyongsong
perkembangan zaman. Dengan adanya pelestarian kebudayaan yang
komprehensif maka daerah akan memiliki jati diri tidak hanya secara
nasional namun internasional. Pelestarian kebudayaan juga dapat
berkaitan dengan peningkatan pariwisata yang dapat diwujudkan sebagai
culture tourism. Seluruh upaya tersebut menjadi sangat penting dan
dapat menguatkan indeks pelestarian budaya di Gunungkidul.

Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Kabupaten Gunungkidul
perlu menyiapkan segala komponen kebijakan yang dapat menunjang
keterlibatan masyarakat secara inklusif, menguatkan kesetaraan gender
dan keluarga yang berkualitas. Keluarga menjadi wahana pertama bagi
seorang anak yang akan terjun secara langsung di masyarakat schingga
penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pemahaman
dalam keluarga terhadap inklusifitas dan kesetaraan gender menjadi satu
ekosistem penting yang perlu dijaga. Pemahaman atas kesetaraan gender
yang baik tentu saja sangat menguntungkan dikarenakan dapat
membuka banyak kesempatan, peluang dan hak-hak dasar masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang
inklusif dapat berkembang secara optimal melalui lingkungan yang
harmonis dan produktif. Ketiga dimensi ini perlu dikombinasikan
sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan mampu
menjawab dinamika global yang terus berkembang,.

Keseimbangan ekosistem antara lingkungan hidup dan masyarakat
tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi satu kesatuan yang perlu
dijaga secara bersama-sama. Seiring pembangunan dan perkembangan
sebuah wilayah, masyarakat dituntut untuk tetap menjaga keberadaan
lingkungan hidup secara asri. Kualitas lingkungan yang baik mencakup
udara yang bersih, air yang layak minum, tanah yang subur, serta
keanekaragaman hayati yang terjaga. Ekosistem yang terjaga tidak hanya
penting untuk kesehatan fisik dan mental masyarakat, tetapi juga untuk
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stabilitas iklim dan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi basis
perekonomian. Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang masih terjaga ini
perlu disadari sebagai potensi sekaligus media pembelajaran bagi
masyarakat betapa pentingnya mengelola lingkungan hidup yang
berkualitas. Tentu saja, upaya masyarakat untuk menjaga ligkungan
dapat diterapkan sejak dini dan berasal dari keluarga. Pemerintah juga
memiliki peran penting wuntuk menciptakan infrastruktur yang
mendukung perlindungan terhadap lingkungan seperti adanya sistem
pengelolaan sampah yang mutakhir, konservasi lahan, dan pelaksanaan
ekonomi hijau. Regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang kuat dan
tegas menjadi pedoman penting untuk memastikan pembangunan
ekonomi berjalan selaras dengan kelestarian alam.

Ketahanan Energi dapat didasarkan atas pemenuhan energi
terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Pengurangan energi fosil dalam
pemenuhan energi di Kabupaten Gunungkidul turut serta dalam
mendukung kelestarian alam. Ekstraktivisme yang banyak meninggalkan
jejak negatif sudah semestinya perlu ditinggalkan dan beralih ke
pengelolaan energi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini juga berkaitan
erat dengan pelestarian air sebagai sumber kehidupan bagi alam dan
masyarakat. Air menjadi salah satu instrumen penting bagi keberlanjutan
kehidupan sehingga pengelolaannya perlu dijaga secara kolaboratif.
Wilayah Gunungkidul yang sebagian besar adalah wilayah karst tentu
saja mengalami tantangan tersendiri terhadap ketersediaan air. Oleh
karena itu, inovasi-inovasi dan kebijakan terhadap penggunaan air
menjadi agenda penting untuk dihadirkan. Ketersediaan air juga
berkaitan erat dengan kemandirian pangan yang membutuhkan saluran
irigasi yang terkoneksi antara satu dengan lainnya. Budaya masyarakat
untuk dapat bergeser dan mendukung ketahanan energi, air dan
kemandirian pangan ini perlu didukung secara optimal melalui kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Analisis Risiko terhadap kebencanaan dan perubahan iklim
menunjukkan ancaman kian nyata dirasakan oleh masyarakat
Gunungkidul dan sekitarnya. Beberapa diantaranya seperti pemanasan
global, krisis energi dan air, kekeringan, dan peningkatan permukaan air
laut tidak dapat dihindari. Pemerintah bersama dengan masyarakat perlu
mengupayakan terobosan tertentu dalam menghadapi ancaman tersebut.
Membangun ketahanan terhadap risiko perubahan iklim menjadi poin
krusial yang harus dimiliki masyarakat dengan berbagai macam cara
seperti pembentukan komunitas sadar bencana atau sadar lingkungan
hingga aksi nyata untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Upaya
mitigasi yang dilakukan secara masif akan memberikan ketahanan yang
semakin baik bagi masyarakat kedepannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi

pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di
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Kabupaten Gunungkidul, RPJMD memberikan arah dan dengan demikian
harus diacu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029
disusun berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045,
memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan RPJMN Tahun 2020-
2024. Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka
menengah dacrah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan
sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang
ditetapkan pemerintah DIY serta pemerintah pusat.

Dengan berdasarkan pada visi, misi, arah kebijakan dan sasaran
pembangunan jangka panjang, kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih merumuskan visi RPRJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-
2029 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”
Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan
dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2029,
yaitu:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang
terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing
dan inovatif, Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan
mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta
menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada
semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan
dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan,
mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan,
mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga
keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan
kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk
apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif
dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada
khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang
berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah
lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi
Pegunungan Sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan
memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.

3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang
memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan.
Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam
sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat
berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki

harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan
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martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil
dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai
tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi,
yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan
berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta
perluasan akses kesehatan untuk rakyat;

2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat
kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh
petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil
menengah yang inklusif dan kreatif;

3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber
daya lokal;

4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945,
menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta
menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari
korupsi dan berkeadaban;

5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan
toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur
bangsa Indonesia.

Bapperida sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penclitian dan
pengembangan, mendukung pencapaian misi keempat yaitu setia pada
Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi
hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata
pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
Adapun faktor faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Bapperida yang dapat mempengaruhi pencapaian misi keempat adalah:
1. Faktor penghambat
a. Belum otimalnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan bagi proses
perencanaan pembanguna;
b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah
dalam rencana pembangunan daerah.
2. Faktor pendukung
a. ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik;
b. Tersedianya data dan informasi pembangunan;
¢. Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi;
d. Tersedianya sarana dan prasarana;
e. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub
kegiatan;
{. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan para pemangku
kepentingan.
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c. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bapperida DIY
Keselarasan perencanaan antara tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi

maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan

perencanaan pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra
dilakukan telaah terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bapperida DIY.

Telagh terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik

dalam Renstra Bappenas maupun Renstra Bapperida DIY terutama yang

terkait langsung dengan pelayanan Bapperida.
Rencana Strategis (Renstra) Bappenas untuk tahun 2025 mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-

2029, RPJMN ini menjadi dasar bagi penyusunan Renstra Bappenas serta

rencana strategis kementerian/lembaga lainnya. Renstra Bappenas akan

menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan nasional selama
periode 2025-2029, dengan fokus pada pencapaian visi "Indonesia Emas

2045". Poin-poin penting terkait Renstra Bappenas 2025:

1. Dasar hukum Renstra Bappenas adalah Undang-Undang Nomor 59
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2025-2045.

2. Visi "Indonesia Emas 2045" yang mencakup Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

3.Fokus pada pembangunan nasional dengan tiga sasaran utama:
penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

4. Indikator pencapaian target diukur melalui indikator seperti penurunan
kemiskinan menjadi 4,5-5%, peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM)
mencapai 0,59, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun
2029,

5, Renstra Bappenas menjadi dasar bagi penyusunan rencana strategis
kementerian/lembaga, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah), dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah).

6.Renstra Bappenas bertujuan untuk menjadi pedoman dalam
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta mendorong
partisipasi masyarakat.

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2025-2029 mengacu pada Asta Cita, yaitu:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi
manusia (HAM);

2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim
industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
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4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuarn, pemuda, dan
penyandang disabilitas.

5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri.

6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan.

8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur,

Untuk mencapai Asta Cita tersebut, diperlukan telaahan per
Permasalahan Pelayanan Bapperida dalam menjalankan fungsinya.
Disajikan dalam tabel 2.10.

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Bapperida Beserta Faktor Penghambat dan
Pendukung Keberhasilannya
No Permasalahan Pelayanan Faktor
: Bapperida Penghambat Pendukung
1. | Sinkronisasi perencanaan Perbedaan regulasi dan | Dukungan TI dan jejaring di
pembangunan antar tata kala perencanaan | K/L dapat memudahkan
pemerintahan antar sektor, dan penganggaran koordinasi
dan antar pemangku antara APBN dan APBD
kepentingan lainnya belum
optimal
2. | Kesenjangan capaian sasaran | Belum optimalnya Dukungan anggaran dari
pembangunan daerah dari pengendalian, APBN untuk mencapai target
target yang direncanakan monitoring dan sasaran pembangunan
evaluasi pelaksanaan daerah
kegiatan pembangunan
daerah
4, | Capaian nilai akuntabilitas Kurangnya Rencana kegiatan
kinerja Bapperida belum pemahaman terhadap | Kementerian PPN/ Bappenas
optimal SAKIP dapat diadopsi untuk
meningkatkan nilai
akuntabilitas kinerja
Bapperida

Bapperida DIY dalam Renstra Tahun 2022-2027 menetapkan 2

(dua) sasaran, yaitu:
1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan

Pembangunan,
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Tabel 2.11

Permasalahan Pelayanan Bapperida Berdasarkan Sasaran Strategis
Renstra Bapperida DIY, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung

Keberhasilannya
No Sasaran Strategis Renstra Permasalahan Faktor
) Bapperida DIY Pelayanan Bapperida Penghambat Pendukung
1. | Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi Belum Adanya forum
Sinkronisasi, dan perencanaarn optimalnya sinkronisasi
Efektivitas Perencanaan pembangunan antara | kapasitas antara
Pembangunan, pemerintah DIY dan perencana di PD | pemerintah DIY
pemerintah dan pemerintah
Kabupaten belum Kabupaten
optimal
2. | Meningkatnya Tata Kelola
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di
Perangkat Daerah.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis pada RPJMD

[a]. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pengembangan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul,

permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1.

2.

Pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam
perencanaan pembangunan spasial belum optimal,

Pengembangan wilayah belum merata, ditunjukkan masih
terdapatnya disparitas antar wilayah, yang membutuhkan percepatan
pembangunan melalui pembangunan perdesaan, pengembangan
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
Percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong
perkembangan kawasan potensial masih kurang optimal;

Konversi lahan akibat tekanan kebutuhan pembangunan makin
meningkat;

Pemanfaatan ruang fajar diatur dalam rencana umum belum optimal
disebabkan belum adanya rencana rinci tata ruang,

Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal akibat belum
optimalnya pelaksanaan PBG (Persetujuan Bantuan Gedung).;
Konflik pemanfaatan ruang terjadi akibat belum optimalnya
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta
pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan
yustisi,

Visi Penataan Ruang

Tahun 2011

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2010-2030, visi penataan ruang Kabupaten
Gunungkidul diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan
pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan.
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Gunungkidul Tahun 2010-2030, wvisi penataan ruang Kabupaten
Gunungkidul diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan
pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul dijiwai
filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul vaitu: “DHAKSINARGHA
BHUMIKARTA”. Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut:

Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang artinya:
Dhaksina  : Selatan

Argha » Gunung

Bhumikarta berasal dari kata-kata Bhumi dan Karta yang artinya:
Bhumi : Bumi, tanah, daerah

Karta : Subur, makmur, tenteram, damai, sejahtera

Dengan demikian, DHAKSINARGHA BHUMIKARTA merupakan
Kondisi wilayah Gunungkidul yang subur, makmur, dengan masyarakat
damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Misi Penataan Ruang
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 -
2030, misi penataan ruang daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu:

a. Mewujudkan ruang wilayah yang produktif;

b. Mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman,

c. Mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan

d. Mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana.

Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah
mewujudkan Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang
bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya lokal
yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang
berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan Penataan Ruang
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul meliputi:

a. pengembangan dan  optimalisasi orientasi pembangunan
perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan
pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna,
berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan;

b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian
fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak
resiko bencana;

¢. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara
merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan
prasarana wilayah;
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e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai
fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial
budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta
pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

f. pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut
serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah :

a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan
perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan
pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna,
berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan;

b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan
kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi
terhadap dampak resiko bencana;

c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan
secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem
jaringan prasarana wilayah;

d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber
daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan
memadai; dan

e. Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis
sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian
sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi
tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
dan

f. Strategi pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang
udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang
berwawasan lingkungan.

Keselarasan tugas dan fungsi Bapperida dalam perencanaan
pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan tata ruang dilakukan
melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi
kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana
tata ruang, termasuk di dalamnya aspek daya dukung dan daya tampung
lingkungannya. Tugas Bapperida dalam menjaga keselarasan
perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan
ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, DIY dan Kabupaten.

[b]. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan serangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan
bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
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e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai
fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial
budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta
pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan

f. pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut
serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah :

a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan
perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan
pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna,
berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan;

b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan
kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi
terhadap dampak resiko bencana;

c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan
secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem
jaringan prasarana wilayah;

d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber
daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan
memadai; dan

e, Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis
sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian
sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi
tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
dan

f. Strategi pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang
udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang
berwawasan lingkungan.

Keselarasan tugas dan fungsi Bapperida dalam perencanaan
pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan tata ruang dilakukan
melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi
kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana
tata ruang, termasuk di dalamnya aspek daya dukung dan daya tampung
lingkungannya. Tugas Bapperida dalam menjaga keselarasan
perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan
ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, DIY dan Kabupaten.

[b]. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan serangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasif untuk memastikan
bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
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bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam Pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program.

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan
bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun KLHS
RPJMD dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Penetapan isu paling strategis RRJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun
2025-2029, didasarkan pada hasil konsultasi publik KLHS RPJMD serta
keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul, dan isu
strategis dokumen perencanaan lainnya.

Merujuk pada KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-
2029 didapat 17 isu strategis pembangunan, yang dibagi menjadi empat
pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta pilar hukum dan
tata kelola.

Isu strategis dalam pilar hukum dan tata kelola adalah:

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.

2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah.

3, Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih
rendah.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang termasuk kedalam pilar
hukum dan tata kelola yaitu pada TPB 16: Menguatkan masyarakat yang
inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan
akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif,
akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Bapperida masuk didalam
pilar hukum dan tata kelola dengan isu strategis kurangnya kualitas tata
kelola pemerintahan dalam pelayanan publik.

Berdasarkan pemetaan TPB dalam KLHS RPJMD, Bapperida
mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan 10 TPB, dimana
terdapat 2 indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
nasional (SST), 4 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum
mencapai target nasional (SBT), 2 indikator yang tidak ada target daerah

tetapi tercapai (TTC), 1 indikator yang tidak ada target daerah dan belum
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tercapai (TBC), serta 1 indikator yang tidak ada datanya (TAD). Capaian
TPB yang menjadi tanggung jawab Bapperida dapat dilihat pada tabel
2.12.
Tabel 2.12
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Bapperida Kabupaten Gunungkidul
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e. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Dacrah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah
maupun menjadi peluang suatu Daerah di masa mendatang. Isu strategis
lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi
masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi Daerah
pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu
strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi Daerah yang belum
terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal

pembangunan yang signifikan.
Perumusan isu-isu strategis Bapperida untuk periode tahun 2025-
2029 didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan
penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bapperida; (2)
gambaran pelayanan Bapperida; (3) hasil telaah terhadap Renstra
Bappenas; (4) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam
Renstra Bapperida DIY; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.
Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam
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perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subbab-subbab
sebelumnya sebagai berikut :

1)

2)

3)

4]

Permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi Bapperida
Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yaitu : (i)
belum optimalnya ketersediaan data untuk perencanaan; (ii) belum
optimalnya pencapaian sasaran pembangunan daerah; (iii) belum
optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pusat
dan Daerah; dan (iv) belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas
kinerja Bapperida. Sedangkan permasalahan pembangunan dalam
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
penelitian dan pengembangan yaitu : (i) belum optimalnya publikasi
dan penggunaan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan
daerah; dan (ii) belum optimalnya pengembangan dan penerapan
inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah.

Gambaran pelayanan Bapperida

Target kinerja dalam Renstra Bapperida periode sebelumnya telah
tercapai, kecuali pada indikator persentase kesesuaian program.
Kinerja Bapperida telah didukung oleh aplikasi sistem informasi
perencanaan dan evaluasi yang memadai. Dari aspek SDM,
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bapperida memiliki motivasi,
komitmen, dan integritas kerja yang baik, namun masih terbatas
dalam hal kuantitas.

Telaah Renstra Bappenas

Rencana Strategis (Renstra) Bappenas untuk tahun 2025 mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029. RPJMN ini menjadi dasar bagi penyusunan Renstra
Bappenas serta rencana strategis kementerian/lembaga lainnya.
Renstra Bappenas akan menjadi panduan dalam pelaksanaan
pembangunan nasional selama periode 2025-2029, dengan fokus
pada pencapaian visi “Indonesia Emas 2045". Keberhasilan
pencapaiannya dipengaruhi oleh perencanaan di Daerah karena
harus ada keselarasan rencana pembangunan Nasional dengan
rencana pembangunan Daerah.

Telaah sasaran jangka menengah dalam Renstra Bapperida DIY
Sasaran strategis dalam Renstra Bapperida DIY yang memiliki
keterkaitan dengan pelayanan Bapperida adalah terwujudnya
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

5] Telaah RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan
ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan

kegiatan yang memanfaatkan ruang, schingga segala bentuk
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perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata
ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan
pembangunan.

6] Telaah KLHS
Implikasi dari KLHS adalah Daerah diharapkan menjadikan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai acuan dalam
perencanaan pembangunan Daerah.

Selain itu, penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi Bapperida, juga dilakukan pengelompokan berdasarkan faktor-
faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas tersebut. Faktor
eksternal digambarkan dalam identifikasi peluang (opportunities) dan
tantangan (threats), sedangkan faktor internal disajikan dalam identifikasi
terhadap faktor kekuatan dan kelemahan perangkat daerah. Nomor urut
dalam penyajian data belum menunjukkan skala prioritas maupun
urgensi masing-masing faktor.

Peluang (Opportunities)
1. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan peluang
pemanfaatan Dana Keistimewaan;

2. Perkembangan teknologi informasi berperan dalam mewujudkan
proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif;

3. Luas wilayah dan potensi daerah yang dapat dikembangkan ;

4, Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah.

Tantangan (Threats)

1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk 220 indikator
kewenangan Kabupaten pada tahun 2030;

2. Dinamika Perkembangan Kebijakan Pemerintah,

3. Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi geografis, geologis,
hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana,

4, Pendapatan Asli Daerah yang masih terbatas.

Kekuatan (Strenghts)

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bapperida memiliki motivasi, komitmen,
dan integritas kerja yang baik;

2. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia;

3. Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi
pembangunan Daerah.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Koordinasi antar bidang belum optimal,

2. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya SDM perencana
dan peneliti;

3. Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

kinerja pembangunan bagi proses perencanaan pembangunan belum
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optimal.

Memperhatikan aspek-aspek di atas, kemudian dirumuskan isu-isu

strategis yang akan dihadapi Bapperida pada periode Tahun 2025-2029
sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar
pemerintahan antar sektor, dan antar pemangku kepentingan;
Belum optimalnya pemanfaatan data, hasil evaluasi rencana
pembangunan, hasil peneliian dan inovasi sebagai acuan
perencanaan;

Sistem aplikasi terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran,
evaluasi dan data belum optimal; dan

Keterbatasan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan isu strategis dengan potensi

daerah yang menjadi kewenangan Bapperida di tabel 2.13



St

yuiowp ueunduegu ad
il oy wrepep
piAG L e o ad

uwp uwEoen madu
wauprmndo wn)

e ey uwud ug mw

L S ER |
Hymun mennaaad
e waFuad peny urrunEioad

ey uw el yniun elep uwp sEygnd i:ﬂﬁﬂnu&
120 NE TEEER T ay efupemndo wnjog WP U Euad |

remndo o Tep oep
munEas ‘urmefiueiux]

Hoaun weidauiag
weypde waslg

oA
::::: gl veBunuaday nyFuwmad
uwnoy e os IEUE e "Iy
IEBADTT T e anad FEjue ‘wetEluuamad
ey ‘uwumE o oad JEue URundueg
BUEIAL EENHAD uEewEI 2|
[eEwy fErep ey eEeoe ol THES TUDIHUTE
eiuEmndo mngag vduremw o mngag
uefunuaday na@uwiu un_
FLUTTLRTLE CRR TR
IV e e 3 urad wrgnd reed e rred pUETEREET. -] oeeuEdgasad
o meunduegumad| oep regmuouamad pocE selgEIUn e UL JA0E smgnd veuedejad urepep IesEp refegas yeiaer]|
uwruEInalad mesmnIyms O[3} wiwl HO]3H pood* s 1 Km U umgeruLramad o] oy EIED UNRDISI03Y uUBUTE WS Wag
slupmndo mnjag| edoemnado wngog eiE ‘wsueradsueil] eopey wm suendsour | me sEEny wiudummy sdupemndo W o UBRUEIUIIA]
1) (o) =] i) gl )| iz) (1
NYOMNYREMEN
IVMHO X TYNOISYHN TWEHOTD Od NVYDNEA HKOVIrKEW DNVA
Cd SIDELVHELS NS1 d NVONAO NVAT T ONVA STRVHNIO NVONINDNTT NS NVASTTHH ONVA SHTH NS1]  Od NVHVIVEVINMAE HY-EIVA 1SN L0

epuaddeq sidajeng nsj
€1°Z [Pqel



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPERIDA

3.1. Tujuan Renstra Bapperida.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan
tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat
Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran
yang ingin dicapai, Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan
dapat dicapai.

Bapperida menetapkan Tujuan Perangkat Daerah yang merupakan
jawaban atas isu-isu strategis dan alasan strategis yang akan dicapai
pada jangka waktu 5 tahun mendatang, yaitu: Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan
inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Tujuan PD ini
selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai
oleh Perangkat Daerah.

3.2 Sasaran Renstra Bapperida

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan,
Perumusan sasaran adalah dengan memperhatikan indikator kinerja
sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang
dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Sasaran Renstra Bapperida periode tahun 2025 - 2029 terdiri atas 2
sasaran dengan 2 indikator sasaran yaitu; Persentase Keselarasan
Perencanaan Daerah dan Persentase rekomendasi kebijakan
pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian
dan inovasi.

Tujuan dan sasaran Renstra Bapperida disajikan pada tabel 3.1
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3.3 Strategi Bapperida dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Tahun 2025 - 2029.

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD),
langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan yang akan
diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan
pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi
dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar
terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat
bagaimana PD menciptakan nilai tambah bagi stakeholders layanannya. Di
sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan
bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective]. Melalui
parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan
suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik”
dalam menjamin transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang
lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja.
Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learming process) secara periodik.

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran PD dan pemenuhan
kebutuhan layanan yang berbeda bagi segmen masyarakat pengguna
layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam
proses internal PD;

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi
membentuk cerita atau skenario strategi.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil,
dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats). Pada Bab Il telah dilakukan analisis
terhadap isu-isu strategis pelayanan Bapperida, yang dikelompokkan ke
dalam faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar dan faktor internal yang
berasal dari dalam PD.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi,
kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis,
yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT, Hasil inventarisasi tersebut
ditampilkan dalam Tabel 3.2
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Tabel 3.2.
Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Bapperida

FAKTOR INTERNAL
NO KEKUATAN NO KELEMAHAN
| Strenghts) (Weaknesses|

5-1 | ASN memiliki motivasi, komitmen, | W-1 | Keterbatasan sarana dan prasarana,

dan integritas kerja yang baik serta kurangnya SDM perencana dan
peneliti

S-2 | Data dan informasi W-2 | Koordinasi antar bidang belum optimal
pembangunan relatif tersedia

§-3 | Dukungan aplikasi sistem W-3 | Pemanfaatan data dan informasi serta
informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kinerja
evaluasi pembangunan daerah pembangunan bagi proses perencanaan

pembangunan belum optimal

FAKTOR EKSTERNAL
NO PELUANG NO TANTANGAN
|Opportunities) (Threats)
0-1 | Tersedianya anggaran dana T-1 | Pencapaian Tujuan Pembangunan
keistimewaan Berkelanjutan
0-2 | Perkembangan teknologi informasi | T-2 | Dinamika Perkembangan Kebijakan
berperan dalam mewujudkan Pemerintah
proses perencanaan dan evaluasi
pembangunan vang efektif
0-3 | Luas wilayah dan potensi daerah T-3 | Kondisi geografis, geologis, hidrologis
yang dapat dikembangkan dan demografis rawan terjadi bencana
0-4 | Pemberian tambahan Dana Insentif | T-4 | Pendapatan asli daerah yang terbatas
Daerah

Analisis SWOT merupakan salah satu metoda yang dapat digunakan
untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh suatu
organisasi, Dari identifikasi terhadap faktor internal (kekuatan dan
kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang dihadapi oleh
organisasi, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1, selanjutnya dipilih
masing-masing sebanyak 3 (tiga) faktor yang dianggap paling strategis dalam
pengembangan organisasi dengan menggunakan professional judgement
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Faktor tersebut disajikan dalam
Tabel 3.3.
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Tabel 3.3.
Analisis Faktor- Faktor Internal dan Eksternal Bapperida

FAKTOR INTERNAL
NO KEKUATAN NO KELEMAHAN
(Strenghts) | Weaknesses)

S-1 | ASN memiliki motivasi, W-1 Pemanfaatan data dan informasi
komitmen, dan integritas kerja serta hasil monitoring dan evaluasi
yang baik kinerja pembangunan bagi proses

perencanaan pembangunan belum
optimal

§-2 | Data dan informasi w-2 Hasil penilaian akuntabilitas kinerja
pembangunan relatif tersedia Bapperida belum dipergunakan

sebagai bahan evaluasi internal

5-3 | Dukungan aplikasi sistem W-3 Pemanfaatan hasil penelitian dan
informasi perencanaan dan inovasi daerah dalam rencana
evaluasi pembangunan daerah pembangunan daerah belum

optimal
FAKTOR EKSTERNAL
NO PELUANG NO TANTANGAN
(Opportunities) (Threats)

0-1 | Tersedianya anggaran dana T-1 Pencapaian Tujuan Pembangunan
keistimewaan Berkelanjutan

0-2 | Perkembangan teknologi T-2 Penyederhanaan regulasi dan
informasi dan penerapan smart birokrasi
city

0-3 | Pemberian tambahan Dana T-3 Adanya perbedaan perspektif dalam
Insentif Daerah bagi Daerah perencanaan dan penganggaran
yang mendapatkan penghargaan
inovasi daerah

Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk menentukan
faktor kunci strategis dari masing-masing S, W, O, dan T sehingga akan
terpilih faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal
(peluang dan tantangan). Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis
USG (Urgency, Serious, Growth) dengan menggunakan skala nilai 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :

a. Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi

b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi

c. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi

d. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah

e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah
Hasil analisis USG selanjutnya disajikan dalam Tabel 3.4.
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Tabel 3.4.

Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal Bapperida

Identifikasi Faktor Internal
No Faktor Kekuatan (S) U| S| G| Total
1 |ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang 5 4 5 14
baik |
2 |Data dan informasi pembangunan relatif tersedia 4 | 4 | 4 12
3 |Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan 5 4 5 14
evaluasi pembangunan daerah |
No Faktor Kelemahan (W) 1
1 |Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnyva SDM 5 4 - 13
perencana dan peneliti _—
2 |Koordinasi antar bidang belum optimal 4 | 4 | 4 12
3 |Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan 5 4 4 13
evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan
'pembangunan belum optimal |
Identifikasi Faktor Eksternal
No Faktor Peluang (0) U| 8| G | Total
1 |Tersedianya anggaran dana keistimewaan 5 | 4|5 14
2 |Perkembangan teknologi informasi berperan dalam 5| 4 | 4 13
mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan
yang efektif
3 |Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah 4 4| 4 12
No Faktor Tantangan (T)
1 |Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 | 5| 4 13
2 |Dinamika Perkembangan Kebijakan Pemerintah s 4 a 13
3 |Pendapatan asli dacrah yang terbatas 5|5 4 14

Penentuan Sasaran Strategis Prioritas
Faktor Kunci Strategis

Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot
USG yang terbesar di antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
sasaran yang akan dicapai. Dari hasil analisis USG pada tabel 3.4. di atas
dapat diketahui faktor-faktor kunci strategis seperti tertera dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Faktor-Faktor Kunci Strategis Bapperida
SWOT Faktor Kekuatan Kunci Strategis USG | Total
= ASN memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang 14 40
baik
Data dan informasi pembangunan relatif tersedia 12
Dukungan aplikasi sistem informasi perencanaan dan 14
evaluasi
W Pemanfaatan data dan informasi serta hasil monitoring dan 13 38
evaluasi kinerja pembangunan bagi proses perencanaan
pembangunan belum optimal
Haasil penilaian akuntabilitas kinerja Bapperida belum 12
dipergunakan sebagai bahan evaluasi internal
Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam 13
rencana pembangunan daerah belum optimal
(8] Tersedianya anggaran dana keistimewaan 14 39 |
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SWOoT Faktor Kekuatan Kunci Strategis UsG Total
Perkembangan teknologi informasi berperan dalam 13
mewujudkan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan
vang efektif
Pemberian tambahan Dana Insentif Daerah bagi Daerah yvang 12
mendapatkan penghargaan inovasi daerah

T Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13 40
Kabupaten Gunungkidul rawan terhadap terjadinya bencana 13
Adanya perbedaan perspektif dalam perencanaan dan 14
PENEANERATAN
Posisi Kekuatan Organisasi
Berdasarkan faktor-faktor kunci strategis tersebut, selanjutnya

diinteraksikan dalam kuadran kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan

ancaman (T) seperti dalam Gambar 3.1. Penentuan sumbu vertikal dan

horizontal dalam Gambar 3.1 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan titik ordinal (sumbu vertikal: total nilai bobot USG
faktor kekuatan (S) dikurangi total nilai bobot USG kelemahan (W). Dari
Tabel 5.4 didapatkan bahwa nilai (S) - nilai (W) = 40- 38 = (2)

2. untuk mendapatkan titik aksis (sumbu mendatar/horizontal: total nilai
bobot USG peluang (O) dikurangi total nilai bobot USG tantangan (T)).
Dari Tabel 5.4 didapatkan nilai (O) - nilai (T) = 39-40 = (1)

Dari Gambar 3.1. dapat dilihat bahwa kekuatan yang memiliki daerah
terluas (dominan) atau faktor terbesar adalah kuadran IV yaitu interaksi S -
T. Hasil interaksi antara S dan T inilah yang merupakan faktor paling
strategis yang dikembangkan lebih lanjut dalam program-program dan
kegiatan-kegiatan Bapperida.
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Gambar 3.1.
Posisi Kekuatan Organisasi Bapperida

10 20 26

26

Pemetaan Interaksi Antar Faktor

Penentuan sasaran strategis merupakan langkah pemetaan yang
menggambarkan interaksi antara faktor-faktor internal (kekuatan dan
kelemahan) dengan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) untuk
menghasilkan sasaran strategis yang perlu dicapai oleh Bapperida. Hasil
interaksi antara S - T yang merupakan faktor paling strategis yang perlu
dikembangkan lebih lanjut dalam program/kegiatan Bapperida lima tahun
ke depan yakni: Mengarahkan program dan kegiatan yang dibiayai dari
anggaran yang ada (APBD) untuk mewujudkan keselarasan antar waktu dan
antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Interaksi antar faktor dan alternatif strategi yang mungkin ditempuh
disajikan pada Tabel 3.6.



Tabel 3.6.

Pemetaan Interaksi Faktor Internal dan Eksternal Bapperida

Faktor Eksternal | OPPORTUNITIES (Peluang) THREATS (Tantangan)

. Tersedianya anggaran . Pencapaian Tujuan
dana keistimewaan Pembangunan

. Perkembangan teknologi Berkelanjutan
informasi berperan dapat . Dinamika Perkembangan
mewujudkan proses Kebijakan Pemerintah
perencanaan dan evaluasi | 3. Pendapatan Asli Daerah
pembangunan yang yang terbatas

Faktor Internal efektif

. Pemberian tambahan

Dana Insentif Daerah
STRENGTHS Alternatif Strategi Alternatif Strategi
(Kekuatan)

belum optimal

3. Pemanfaatan data dan
informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi
kinerja pembangunan
bagi proses perencanaan
pembangunan belum
optimal

mencapai perencanaan

pembangunan

1. ASN memiliki motivasi, . Peningkatan kualitas . Peningkatan kualitas
komitmen, dan integritas perencanaan SDM perencana
kerja yang baik pembangunan daerah pembangunan daerah

2. Data dan informasi dengan mengakomodir . Peningkatan pemanfaatan
pembangunan relatif berbagai sumber aplikasi sistem informasi
tersedia pendanaan yang terintegrasi untuk

3. Dukungan aplikasi . Peningkatan koordinasi perencanaan dan
sistem informasi dan sinkronisasi penganggaran
perencanaan dan perencanaan pembangunan daerah
evaluasi pembangunan daerah . Creative finance dalam

. Optimalisasi potensi perencanaan
daerah dalam pembangunan daerah
perencanaan
pembangunan
berkelanjutan
WEAKNESSES Alternatif Strategi Alternatif Strategi
( Kelemahan )

1. Keterbatasan Sarana . Peningkatan pemanfaatan | 1. Peningkatan koordinasi
dan Prasarana serta hasil evaluasi kinerja internal untuk mencapai
kurangnya SDM pembangunan daerah Proses perencanaan yang
perencana dan peneliti . Peningkatan fasilitasi optimal

2. Koordinasi antar bidang yang optimal untuk . Optimalisasi pencapaian

sasaran pembangunan
daerah

Berdasarkan interaksi antar faktor yang telah dirumuskan pada Tabel
3.6, selanjutnya dipilih dan dirumuskan strategi yang paling memungkinkan
untuk dilaksanakan pada kurun waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan
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kondisi dan kemampuan yang ada. Strategi yvang dipilih tersebut kemudian
disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
No Sasaran anf:jfk; Epr Strategi
1 2 3 +
Terwujudnya integrasi, Persentase Meningkatkan Koordinasi dan
sinkronisasi, dan sinergi Keselarasan sinkronisasi perencanaan
perencanaan Perencanaan pembangunan daerah
pembangunan daerah Daerah Meningkatkan Koordinasi Internal
untuk peningkatan capaian
kinerja perencanaan
2 | Meningkatnya peran serta | Persentase Meningkatkan fasilitasi riset,
riset, penelitian dan rekomendasi penelitian dan implementasi
inovasi dalam memberikan | kebijakan inovasi daerah
rekomendasi kebijakan pembangunan
daerah daerah yang
disusun
berdasarkan
hasil riset,
penelitian dan
inovasi

Setelah penentuan strategi perangkat daerah baik tujuan maupun
sasarannya, maka dapat disusun penahapan pembangunan yaitu prioritas
pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
perangkat daerah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.8.
Pentahapan Renstra Bapperida Kabupaten Gunungkidul

TAHAP | TAHAP 11 TAHAP 11 TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
Penguatan Percepatan Peningkatan | Optimalisasi Pemantapan
kualitas kualitas kualitas kualitas kualitas
perencanaan perencanaan | perencanaan | perencanaan | perencanasan
pembangunan | pembangunan | pembangunan | pembangunan | pembangunan
daerah serta dacrah serta | daerah serta | daerah serta daerah serta
peningkatan peningkatan | peningkatan | peningkatan peningkatan
peran riset peran riset peran riset peran riset peran riset dan
dan inovasi dan inovasi dan inovasi dan inovasi inovasi dalam
dalam dalam dalam dalam mendukung
mendukung mendukung | mendukung mendukung pembangunan
pembangunan | pembangunan | pembangunan | pembangunan | daerah
daerah daerah daerah daerah

3.4 Arah Kebijakan Bapperida dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra tahun 2025 -2029,
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang
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telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan
misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun,

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Bapperida mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi,
reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen,
dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bapperida Kabupaten
Gunungkidul untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
(Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten
Gunungkidul. Dalam rangka mewujudkan strategi dan kebijakan yang telah
ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam
program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun
mendatang. Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut, maka Bapperida
Kabupaten Gunungkidul menetapkan rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, sebagaimana terlampir.

Tabel 3.9.
Arah Kebijakan Renstra Bapperida

seluruh Perangkat
Daerah untuk mengacu
pada RRJMD, RKFD dan

NO | OPERASIONALISAS] | ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBLIAKAN KET.
NSFK RPJMD RENSTRA PERANGKAT
DAERAH
(1} (2) (3) (4) (5)
1 |Terwujudnya sistem |Meningkatkan Meningkatkan kualitas
penyelenggara sinergitas penyusunan dokumen
pemerintahan PErencanasn perencanaan dengan
efektif, efiselen, pembangunan daerah |mengarahkan dan
dan akuntabe] menghkoordinasikan

prioritas daerah,
Meningkatkan Meningkathkan kualitas
pengelolaan dan pengelolann dan
pemanfaatan data pemanfoatan data yang
yang akurat dalam  |akurat dalam

perencanaan daerah
berdasarkan prinsip
Satu Data Indonesia

perencanaan dacrah
berdasarkan prinsip
Satu Data Indonesia

Meninglatkan
diseminasi dan
hilirisasi hasil
kelitbangan sccara
luas

Meningkatlan inowasi
daerah dengan
mewujudkan kerjnsama
penelitian dengan
lembaga penelitian dan
Perguruan Tinggi serta
mendorong peningkatan
inovasi daerah

Meninghkathknn Meningkatkan jejaring
penguatan penelitian dan
ekosistem riset dan  |penerapan hasil riset
inowasi di dasrah seria inovasl daerah
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program Bapperida

Dalam upaya untuk mencapai visi misi Bupati terpilih yang telah
dirumuskan dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang
akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah yang diterjemahkan
melalui program-program pembangunan perangkat daerah yang akan
dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Periode RPJMD Kabupaten
Gunungkidul tahun 2025-2029 terbagi dalam lima tahun dari tahun 2026-
2030,

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk
mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut,
ditetapkan sebuah kegiatan, yang merupakan bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian darn
pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Selama periode tahun 2025-2029, Bapperida merencanakan akan
melaksanakan 6 program yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan
Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Penelitian dan
Pengembangan Daerah, serta Program Riset dan Inovasi Daerah yang
merupakan penambahan program baru untuk meningkatkan peran riset dan
inovasi dalam mendukung pembangunan daerah yang merupakan salah satu
tugas fungsi Bapperida Kabupaten Gunungkidul dalam bidang penelitian dan
pengembangan. Program Bapperida Kabupaten Gunungkidul tersaji dalam
tabel 4.1.
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4.2 Kegiatan Bapperida
Selama periode 5 tahun kedepan, Bapperida merencanakan akan

melaksanakan 21 kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
Keistimewaan Urusan Kelembagaan; Perencanaan dan Pengendalian
Keistimewaan Urusan Kebudayaan; Perencanaan dan Pengendalian
Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang; Perencanaan dan
Pengendalian  Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan; Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi
Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah; Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Analisis Data dan
Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
Pengendalian, Ewvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah; Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber
Daya Alam); Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
Pengembangan Inovasi dan Teknologi; Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
dan Penerapan; serta Invensi dan Inovasi.

4.3 Subkegiatan Bapperida

Dalam mendukung kegiatan Bapperida Kabupaten Gunungkidul,
kegiatan-kegiatan tersebut di atas terjabarkan dalam 60 subkegiatan dengan
kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang disusun untuk lima tahun ke
depan.

Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Bapperida Kabupaten
Gunungkidul beserta Outcome, output dan indikatornya tersaji dalam tabel
4,2,
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4.4 Subkegiatan

dalam

rangka

pembangunan daerah.
Untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, Bapperida
Kabupaten Gunungkidul menyusun program, kegiatan dan subkegiatan

prioritas. Daftar subkegiatan prioritas tersebut tersaji dalam tabel 4.4.

mendukung

program

prioritas

Daerah Kabupatsn /Kot

perangkat daerah

Tabel 4.4.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
NO | PROGRAM PRIORITAS OUTCOME REGIATAN / SUBKEGIATAN KET.
1] 12} i3 K] 15}
1. |Program Penyelenggarman |1.1 Terlaksananyn 1. Perencanaan dan Fengendalian
Keistimewnan Yogyakarta | Penyele nggaraan |Keistimewnan Urusan Kelembagaan
Urusan Kelemingaan dan 2::1?:““:1:#11 T ey, - =
KR SaiaEpuraa M |Kegiatan Keistmewnan Urusan
Ketatalaksannan di Bidang Kelemt
Perekonomian dan
Pemberdavaan Masvarakal
mtmn 2, Perencanaan dan Pengendalian
Penyelenggaraan Ilchmaen-m Urusan Kebudayaan
Kelstimewnan Urusan 1
Kelembagaan dan 2.1 Penyusunan Rencana Program dan
Ketatalaksanann & |Kegintan Keistimewanan Urusan
Bidang Pemerinmhan, Ke budayman
Somal dan Kebudayaan
1.3 Teriaksananys Ia_hrmmu dan Progendalian
Penyvels nggarnan Keistimewnan Urusan Pertanahan dan
Keistimewann Urunan Tam Ruang
Kelembagnan dan 1 1 Penyusunan Rencana Program dan
Ketntalaksannan & Bidang [Kegistan Keistimewnan Urusan
tnfrastruktur dan Pertanahan
Kewilayahan 3.2 Penyusunan Rencana Program dan
Kegintan Keistmewnan Urusan Tais
Ruang
1.4 Terlakaananya 4. Perencanaan dan Peogendalian
Penyelenggaraan Polaksansan Keglatan Keatimewaan
Kelatmewnan Uruas - -
K.:i:u:pmm = 4. Penvusunan Rercana Program dan
Ketntalaksanasn di Bidang Kngiaing K{ stimsetin
Perencansan
1.5 Terlaksananyn 4. Perencanaan dan Pengendalian
Penyelenggarain Pelakasnann Kegintan Kelatimewnan
Kelintimewnan Urusan
Kelembtagnan dan .2 Momitoring dan Evaiuas
Eetaminksanann di Bidang |Pelaksanasn Dana Kelstimewaan
Rinet, Inovasl Daermh, dan
Pengendalian
3, |Program Penunjang 2.1 Meningkatnys tata T Perencanaan, Fenganggaran, an
Uruisan Pemerintaban keloln pemerintahan Evaluasl Kinsrja Perangkat Dasrah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanasn
Pernngiat Daerah

1.2 Koordinas dan Penyusunan
Dokumen REA-AKPD

1.3 Koordinasi dan Pernyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.4 Koordinas: dan ihrmiluuln ITM
AKFD

1.5 Koordinam dan hmmn
Perubahan DPA-SKPFD

1.6 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capalan Kinerjn dan [khtisar
Reallisaal Kinerjia SKPD

1.7 Evalunal Kinerjn Perangkat Daerah
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2. Administrasi Keuangan Perangkst
Deaerah

2.1 Penvediean Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Knordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKFD

2.3 Koordinasi dan Fenyusunsn Laporan

Reuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3, Administrasi Kepegawnian Peranghat
Daerah

3.1 Pendataan dan Penpolahan
Administras| Kepegawaian

3.2 Pendidikan dan Pelatthan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Pungsi

4, Administrasi Umum Perangkat
Dae rah

4.1 Peayedinan Komponen Inatalasi
Listrik { Penerangan Bangunan Kantor

4.2 Penvediaan Peralatan dan
Perlengkamn Kantor

4.3 Penvediasn Peralatan Rumah
Tangea

4.4 Penvediaan Barang Cetakan dan
{Penggandaan

4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

4.6 Famlitasi Kunjungan Tamu

4,7 Penyelenggarann Rapt Koordinasi
|dan Konsultasi SKPD

3. Pengadann Barang Milik
Deerah Penunjang Urusan
Pemerintah Dagrah

5.1 Pengadaan Mebel

5.1 Pengadaan Peralatan dan Memin
Lainnya

5.3 Pengadann Sarana @an Prasarana
e chung Kantor atau Bangunan Lainnya

6 Penyedinan Jasa Periunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

6. | Penyedhaan Jasa Surat Menyural

6.2 Penyediann Jasa Komunikasl,
Sumber Daya Adr dan Listrik

.3 Penyedinan Josa Pelayanan Umum
Kantar

7. Pemeliharann Barang Milik Dacrah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

7.1 Penyediann Jasa Pemeliharaan,
Binyva Pemeliharann, Pajak, dan
Periinan Kendarsan Dinas Opernsional

[atau Lapngan

7.2 Pemeliharaan Mebe|

7.3 Pemeliharaas Peralatan dan Meain
Lainnys

[7-4 Pemeliharaan Rehalilitasi Gedung
Kanter dan Bangunan Lainnya

7.5 Pemeliharaan) Rebabilitas) Sarnna
\dan Prasarana Oedung Kentor atay

Bangunan Lainnya
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3

Program Perencanaam,
Pengendalinn dafi
Fvalunsi PFemangunan
Daemh

3.1 Meningkstnve kualitas
Erencanaan pembangunan
daerah

I. Pesyvosunan Perencangan dan
Pendanasan

1.1 Koordinasi Penelsahan Dokumen
Perencanasn Fembangunan Desrah
dengan Dokumen Kebijakan Lainnym

1.2 Pelaksanaan Musrenbang
Kabupsiten Kota

1.3 Penyiapan Bahan Koordinasi
Musrenbang Kecamatan

1.4 Koordinani Penyusunan dan
Fene tnpan Dokumen Perencanaan
Pemiangunan Deerah Kabupaten /Kot

1. Analisis Dum dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

2.1 Anmlisis Cwis dan Informasi
Perencanssan Pembangunan Daerah

7.3 Penyusunan Profil Pembangunan
Dagrnb Knbupnten /Kota

3.2 Meningkatnva kualitas
evalunsi peminngunan
daerah

ti Pengendalian, Evalussi don Pelaporan
Hidang Perencanasn Pembangunan
Dasrub

3.1 Koordinasi Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah &
3.2 Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Berkals
Pelaksanaan Peminngunan Dacrah
4. |Program Koordinasi dan  |4.1 Meningkatnys kuslitas |1. Koordinasi Perencanaan Bidang
Sinkronisasi perencanaan pembangunan |[Pemerintahan dan Fembangunan
Perencanasn Bldang Pemerinmhan dan  |Manusia
Pembangunan Dosrah  (Pembangunan Manusia 1.1 Koeetknasi Penynsunan Dokumen

Perencanaan Pembnngunan Dasrah
Bidang Pemerintahan [RAIFD, REJMD

1.2 Kpordinasl Penyusunan Dogumen
Perencansan PFemimngunan Dacrah
Bidang Pembmngunan Manusia [RRJIFD,

nasi Pelaksanaan Sinergitas

4,3 Meningkatnya kualitas
perencAnIRLN pembnngunan
Bidang Pere konomian dan
S0A (Sumber Daya Alam|

7, Koordinnmi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA [Sumber Days

nam Penyusunan Dokumen
Ferencannan Pembangunan Deaerah
Bldang Pere konomisn(RPUPD, RPIMD
dnn RXPD)

7.2 Koordinam Pelaksanaan Sinergitas
dnn Harmonisan Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang

7.3 Koordinasl Peryusunan Dok umen
Perencanaan Pembangunan Dasrah
Bidang SDA (RIJPD,APJMD dan REPD)

4.3 Meningkatmya kualitas

perencanaan pembungunan
Bidang Infrastruktur dan

Kewilaynhan

[T Koordinas Perencanaan Bidang

Iﬂlwkmr t Kewilayahan

3.1 Koordinasi Pernyusunan Dokumen
Perencanaan Pemimngunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPIMD den

1.2 Knordinasi Peluksanaan Sinergitas
dan Harmonisasl Perencanaan
Femimngunan Deerab Bidang

3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembmngunan Daerah

Bidang Kewisyahan [RRIPD,RPIMD dan
LA

92



5. |Program Perclitian dan

1

5.1 Meninglkatnya kajian

Fengembangan Daerah  |vang termanfantkan sebagai

lebijakan pemisngunan
daerah dalam penyelesaian
permasalahan daerak

L. Penelitian dan Pengembengan Bidung
Ekonomi den Pembangunan

1.1 Penelitinn dan Pengembangan
Prrtanian, Perkebunan dan Pangan

1.7 Penelitian dan Pengembangan
Kelautan dan Perikanan

2. Pengembangan Inovasi dan Teknolog

7.1 Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayassan d Bidang Teknologl dan
|Iowvmsi

2.2, Diseminas Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggarann Pemenntahan
|Daersh Yang Bersifat Inovarif

2.3 Sosinlisasi dan Dhseminasi Hasil-
|Hl.lil Kelithangan

6, |Program Risetdan Inovasi
[aerah

Pembinaan, Bimbingan
Teknis dan Supervisi

Dacrah

5.1 Meningkatnyn Fasiltas,|1. Penehnian, Pengembangan,

Pengkajian, dan Fenerapan

L1 Penyusunan ke bijaken beriasis

Terkait Riset dan Inovasi di [hasil riset

4 Invensi dan [novasi

2.1. Fasilitas| dan pembinean untuk
apresiasi prestasi Inovasi

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapperida

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengacu pada Visi dan Misi RPUMD Kabupaten Gunungkidul Tahun
2025-2029, Bapperida menetapkan satu Tujuan PD dengan dua indikator
tujuan serta dua Sasaran PD. Tujuan dan Sasaran menjadi Indikator Kinerja

Utama Bapperida Kabupaten Gunungkidul.
Bapperida selama periode tahun 2026-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Indikator kinerja utama
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4.6 Target keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK]).

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
lebih terarah, terukur, dan akuntabel, penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Bapperida Tahun 2025-2029 tetap mengacu pada prinsip
perencanaan berbasis kinerja. Salah satu unsur penting dalam pendekatan
ini adalah penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur
pencapaian terhadap tujuan strategis organisasi.

Namun demikian, Bapperida sebagai perangkat daerah yang bersifat
pendukung tidak memiliki IKK secara mandiri, karena substansi IKK dalam
konteks perencanaan lebih erat kaitannya dengan aspek penganggaran. Oleh
karena itu, pengukuran kinerja Bapperida tidak dituangkan dalam bentuk
IKK tersendiri, tetapi tetap mengacu pada indikator kinerja utama perangkat
daerah.
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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset,
dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tahun 2025-2029 merupakan
penterjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan Tujuan,
Sasaran, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan beserta seluruh indikator
di dalamnya disusun untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah
selama kurun waktu 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bapperida sangat dipengaruhi olch
lingkungan strategis yang melingkupi, sehingga perlu ditingkatkan kerja
sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada, baik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
DIY, serta Kabupaten tetangga terlebih yang berbatasan langsung, Juga
kerja sama dan kemitraan dengan organisasi masyarakat, lembaga
penelitian dan perguruan tinggi, maupun semua pihak yang dapat
membantu kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran, akan memberi
manfaat besar untuk pencapaian kinerja Bapperida sebagaimana
diinginkan.
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